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ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana bentuk perlindungan
terhadap Lambang Negara dalam peraturan
perundang-undangan di  Indonesia  dan
bagaimana Sanksi terhadap Penghinaan
Lambang Negara. Dengan menggunakan
metode penelitian yuridis normatif,
disimpulkan: 1. Bentuk perlindungan Terhadap
Lambang Negara sebagaimana diatur dalam
KUHP pasal 154a dan UU No 24 Tahun 2009,
sudah cukup menunjukan kepedulian dari
pemerintah untuk melindungi identitas bangsa.
Namun masih terdapat banyak kekurangan
yang harus diperbaiki dalam UU No 24 Tahun
2009, karena ada pasal yang belum jelas
mengatur tentang penggunaan lambang negara
serta bertentangan dengan tujuan bahwa,
Lambang negara merupakan sarana pemersatu,
identitas, dan wujud eksistensi bangsa, yang
mendasari terbentuknya Undang-undang ini. 2.
Sanksi terhadap penghinaan terhadap Lambang
Negara belum cukup maksimal, ini dikarenakan
belum jelasnya kategori penghinaan terhadap
lambang negara, yang diatur dalam KUHP Pasal
154a dan UU No 24 Tahun 2009, serta sanksi
yang diberikan hanya sebatas pencegahan
(membalas) tidak dalam arti mencegah agar
kejahatan terhadap Lambang Negara tidak
terjadi atau dilakukan.

Kata kunci: Sanksi, penghinaan, lambang negara

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Secara  yuridis-konstitusional,  Pancasila
adalah  dasar negara. Namun secara
multidimensional, ia memiliki berbagai sebutan
(fungsi/posisi) yang sesuai pula dengan esensi
dan eksistensinya sebagai kristalisasi nilai-nilai
budaya dan pandangan hidup bangsa
Indonesia. Karena itu Pancasila sering disebut
dan dipahami sebagai: 1) JiwaBangsa Indonesia;
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2) Kepribadian Bangsa Indonesia; 3) Pandangan
Hidup Bangsa Indonesia; 4) Dasar Negara
Republik Indonesia; 5) Sumber Hukum bagi
Negara Republik Indonesia; 6) Perjanjian Luhur
Bangsa Indonesia pada waktu mendirikan
Negara; 7) ldeologi Bangsa Indonesia; 8) Filsafat
Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia.’

Pancasila bukan semata-mata gagasan yang
keluar dari para pendiri bangsa, melainkan
merupakan intisari dari tradisi, adat-istiadat
dan ruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu,
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang
Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia,
Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah,
permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan
Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang
terdapat dalam butir-butir Pancasila menjadi
identitas dan wujud eksitensi bangsa yang
menjadisimbol kedaulatan serta kehormatan
bangsa dan negara Republik Indonesia.
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang dimanalambang Negara
yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan
Bhineka Tunggal lka. Sebagaimanadalam
desktripsi dan arti filosofi Garuda Pancasila
sendiri adalah burung Garuda yang sudah
dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah
bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wishnu®
yang menyerupai burung elang rajawali. Garuda
digunakan sebagai Lambang Negara untuk
menggambarkan bahwa Indonesia adalah
bangsa yang besar dan negara yang kuat’dan
Pancasila sebagai ldeologi Negara Republik
Indonesia®yang terdapat pada Lambang Negara.
Kaki burung Garuda Pancasila mencengkram
sebuah pita yang melengkung keatas. Pada pita
itu terdapat tulisan “Bhineka Tunggal lka” yang
artinya Berbeda-Beda Tetap Satu’.

Labang Negara yaitu Garuda Pancasila bukan
hanya sebuah gambar yang biasa saja, tetapi

4. MBM. Munir, Umi Salamah, Suratman, Pendidikan
Pancasila, Madina Media, Jatim, 2015, him 37-38
* Wisnu adalah Dewa yang bergelar sebagai shititi
(pemelihara) yang bertugas memelihara dan melindungi
gegala ciptaan Brahman(Tuhan Yang Maha Esa).

https://id.wikipedia.org/wiki/Lambang_Negara_Indonesia
® Drs. H. MBM. Munir, MH. Umi Salamah, S.Pd., M.Pd. Dr.
Suratman SH., M.Hum, Pendidikan Pancasila, Madina
Media, Jatim, 2015, him 41
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Lambang Negara mempunyai makna yang lahir
dari budaya-budaya Indonesia, Lambang
Negara juga memiliki nilai sakralitas (suci) yang
wajib  di  lindungi dan dipertahankan
martabatnya oleh setiap orang yang mengaku
sebagai warga Indonesia untuk menandakan
sebuah etika yang menunjukan rasa kecintaan
terhadap tanah air (Nasonalisme).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 24
Tahun 2009, mengatur dan melindungi tentang
identitas bangsa Indonesia yaitu; Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan, menjelaskan tata cara
penggunaan Lambang Negara. Dalam pasal 65
tertulis bahwa “Warga Negara Indonesia
berhak, dan wajib memelihara, menjaga, dan
menggunakan Bendera Negara, Bahasa
Indonesia, dan Lambang negara, serta Lagu
Kebangsaan untuk kehormatan dan kedaulatan
bangsa dan negara, sesuai dengan undang-
undang ini”.

Ada oknum yang tidak bertanggungjawab
yang secara langsung ataupun tidak langsung,
yang sengaja ataupun tidak sengaja telah
menghina atau menistakan serta merendahkan
lambang negara Bangsa Indonesia. Bentuk-
bentuk perendahan baik secara
penyalahgunaan lambangpun masih banyak
terjadi, serta banyak kasus yang menimbulkan
polemik dikarenakan ada beberapa desain
lambang yang tidak jelas. Bahkan ada beberapa
kasus, aksi demonstran dari aktifis pro Negara
Khilafah yang terjadi di berbagai kota di
Indonesia yang mengatakan Pancasila adalah
toghut (red-sesuatu vyang berasal dari
setan/iblis), serta spanduk-spanduk dan bahkan
di media sosial yang secara sengaja
merendahkan dan menginjak-injak lambang
pemersatu bangsa vyakni Pancasila. Serta
nmasih banyak lagi kasus penghinaan lambang
negara yang sampai saat ini belum ada
penindakan dan penyelesaian dari instansi
pemerintah yang terkait.

Dampak yang cukup serius atas manipulasi
Pancasila oleh para penguaasa pada masa
lampau, dewasa ini banyak kalangan elit politik
serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa
Pancasila merupakan label politik orde baru.
Sehingga mengambarkan serta mengkaji
pancasila dianggap akan mengembalikan
kewibawaan orde baru, pandangan yang sinis

serta upaya melemahkan peranan ideologi
pancasila pada era reformasi dewasa ini akan
sangat berakibat fatal bagi bangsa Indonesia
yaitu melemahnya  kepercayaan rakyat
terhadap ideologi Negara yang pada gilirannya
akan mengancam kesatuaan dan persatuan
bangsa Indonesia yang telah lama dibina,
dipelihara serta didambakan bangsa Indonesia
sejak dulu.

Bukti yang secara objektif dapat disaksikan
adalah terhadap hasil reformasi yang telah
berjalan selama ini, belum menampakan hasil
yang dapaty dinikmati oleh  rakyat,
Nasionalisme bangsa rapuh, sehingga martabat
bangsa Indonesia dipandang rendah di
masyarakat Internasional.

Berdasarkan alasan serta kenyataan objektif
tersebut diatas maka sudah menjadi tanggung
jawab kita bersama ssebagai warga Negara
untuk  mengembangkan serta  mengkaji
Pancasila sebagai suatu hasil karya besar
bangsa kita yang setingkat dengan paham atau
isme-isme besar dunia dewasa ini seperti
misalnya Liberalisme, komunisme,
sosialisme.upaya untuk mempelajari serta
mengkaji Pancasila tersebut terutama dalam
kaitanya dengan tugas besar bangsa Indonesia
untuk mengembalikan tatanan negara kita yang
porak-poranda dewasa ini. Reformasi kearah
terwujudnya masyarakat dan bangsa yang
sejahterah  idak cukup hanya dengan
mengembangkan dengan membesarkan
kebencian, mengobarkan sikap dan kondisi
antar elit politik, melainkan dengan segala
kemampuan intelektual serta sikap moral yang
arif demi perdamaian dan kesejahteraan
bangsa dan negara sebagaimana yang telah
diteladankan oleh para pendiri negara kita
terdahulu.

Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik
untuk mengangkat dalam skripsi sebagai tugas
akhir dalam menyelesaikan pendidikan pada
strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Sam
Ratulangi dengan judul “Sanksi Terhadap
Penghinaan Lambang Negara Menurut Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang
Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, Serta
Lagu Kebangsaan”.
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B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana bentuk perlindungan
terhadap Lambang Negara dalam
peraturan perundang-undangan di
Indonesia?
2. Bagaimana Sanksi terhadap Penghinaan
Lambang Negara?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian kepustakaan, yaitu menggali dari
sumber-sumber bahan penelitian dalam
penulisan yaitu bahan hukum primer sekunder
dan tersier. Penulisan ini bersifat yuridis
normatif,

PEMBAHASAN
A.Bentuk Perlindungan Terhadap Lambang

Negara Dalam Peraturan Perundang-

Undangan Di Indonesia.

1. UU No. 24 tahun 2009

Pada tanggal 9 Juli 2009 disahkannya UU No
24 Tahun 2009 sebuah Undang-undang yang
secara umum memiliki 9 Bab dan 74 pasal yang
pada pokoknya mengatur tentang praktik
penetapan dan tata cara penggunaan bendera,
bahasa dan lambang negara, serta lagu
kebangsaan  berikut  ketentuan—ketentuan
pidananya. Setidaknya ada tiga hal tujuan dari
dibentuknya UU No 24 Tahun 2009 ini adalah
untuk :

1. Memperkuat persatuan dan kesatuan
bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

2. Menjaga kehormatan yang menunjukkan
kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

3. Menciptakan ketertiban, kepastian, dan
standarisasi penggunaan bendera,
bahasa, dan lambang negara, serta lagu
kebangsaan.

Dengan adanya tujuan-tujuan tersebut
menjelaskan kepada kita sebagai Warga Negara
Indonesia (WNI) maka harus menjaga dan
melindungi simbol-simbol indentitas tersebut
yaitu Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara
serta Lagu Kebangsaan sebagai bentuk
kecintaan terhadap Negara. Pengaturan
mengenai Lambang Negara dalam Undang-
Undang No. 24 Tahun 2009 mengenai Bendera,
Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu
Kebangsaan masih terus menyisakan tanda
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tanya besar dalam benak para praktisi hukum
dan kalangan dunia seni. Salah satu
pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang
tersebut adalah bahwa Lambang Negara
merupakan sarana pemersatu, identitas dan
wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol
kedaulatan dan kehormatan negara.

UUD 1945 sudah mengatur berbagai hal
yang menyangkut tentang bendera, bahasa,
dan lambang negara, serta lagu kebangsaan,
yaitu dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A , Pasal
36B dan untuk implementasinya kedalam UU
diperintahkan melalui Pasal 36 C. Namun
demikian Bendera, bahasa, dan lambang negara
serta lagu kebangsaan hingga kini belum diatur
secara lengkap dalam sebuah UU. Selama ini
pengaturan tentang bendera, bahasa, lambang
negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam
beragam  peraturan  perundang-undangan
antara lain; (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) yang hanya mengatur tentang
kejahatan (tindak pidana) yang menggunakan
Bendera Sang Merah Putih; penodaan terhadap
bendera negara sahabat; penodaan terhadap
Bendera Sang Merah Putih dan Lambang
Negara Garuda Pancasila; serta pemakaian
Bendera Sang Merah Putih oleh mereka yang
tidak memiliki hak menggunakannya seperti
terdapat pada Pasal 52a; Pasal 142a; Pasal
154a; dan Pasal 473.; (2) Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar
Pendidikan dan Pengajaran di sekolah
(Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang
Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu
tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran
di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran
Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 550), Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor
302, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2361), Undang- Undang Nomor 14 PRPS Tahun
1965 Nomor 80), Undang-Undang Nomor 19
PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 81), Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
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tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 4301); (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang
Negara; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun
1958 No.68); (5) Peraturan Pemerintah Nomor
41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera
Kebangsaan Asing (Lembaran Negara Tahun
1958 No.69); (6) Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera
Jabatan; (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang
Negara; (8) Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan
Indonesia Raya; dan (9) Peraturan Pemerintah
Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan
Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata
Upacara, dan Tata Penghormatan.

Undang-Undang ini diharapkan mampu
mengatasi berbagai masalah yang terkait
dengan praktik penetapan dan tata cara
penggunaan bendera, bahasa dan lambang
negara, serta lagu kebangsaan dan mengatur
tentang berbagai hal yang terkait dengan
penetapan dan tata cara penggunaan bendera,
bahasa, dan lambang negara, serta lagu
kebangsaan, termasuk di dalamnya diatur
tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang
secara sengaja melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan yang terdapat di dalam
Undang-Undang ini.?

Disebutkan dalam pasal 36A bahwa,
“Lambang negara adalah Garuda Pancasila
Dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.”serta
dijelaskan lebih lanjut dalam Bab IV UU No. 24
Tahun 2009 bahwa, “Lambang Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia  berbentuk
Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh
lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung
yang digantung dengan rantai pada leher
Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal lka
ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh
Garuda.”

2. Penggunaan Lambang Negara

8Anggara.org/2009/08/12/mencermati-uu-no-24-tahun-
2009-tentang-bendera-bahasa-dan-lambang negara-serta-
lagu-kebangsaan/

Lambang negara yang telah diatur oleh UU
No. 24 Tahun 2009 yang sesuai dengan amanat
pasal 36C UUD 1945, mengatur tentang
penggunaan lambang negara diantaranya yaitu:

Lambang Negara wajib digunakan di:

a. Dalam gedung, kantor, atau ruang kelas
satuan pendidikan (gedung dan/atau
kantor Presiden dan Woakil Presiden,
gedung dan/atau  kantor lembaga
negara, gedung dan/atau kantor instansi
pemerintah, dan gedung dan/atau kantor
lainnya.)

b. Luar gedung atau kantor;

c. Lembaran negara, tambahan lembaran
negara, berita negara, dan tambahan
berita negara diletakkan di  bagian
tengah atas halaman pertama dokumen.

d. Paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang
diterbitkan  pemerintah diletakkan  di
bagian tengah halaman dokumen.

e. Uang logam dan uang kertas; atau

f. Materai.

Lambang Negara dapat digunakan:

a. Sebagai cap atau kop surat jabatan yaitu
untuk Presiden dan Wakil Presiden,
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Mahkamah Agung dan badan
peradilan, Badan Pemeriksa Keuangan,
menteri dan pejabat setingkat menteri,
kepala perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri yang berkedudukan sebagai
duta besar luar biasa dan berkuasa
penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa
usaha tetap, konsul jenderal kehormatan,
dan konsul kehormatan, gubernur, bupati
atau walikota, notaris, dan pejabat
negara lainnya yang ditentukan oleh
undang-undang.

b. Sebagai cap dinas untuk kantor
untuk Presiden dan Woakil Presiden,
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Mahkamah Agung dan badan
peradilan, Badan Pemeriksa Keuangan,
menteri dan pejabat setingkat menteri,
kepala perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri yang berkedudukan sebagai
duta besar luar biasa dan berkuasa
penuh, konsul jenderal, konsul, dan kuasa
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usaha tetap, konsul jenderal kehormatan,
dan konsul kehormatan, gubernur, bupati
atau walikota, notaris, dan pejabat
negara lainnya yang ditentukan oleh
undang-undang.

c. Pada kertas bermaterai;

d. Pada surat dan lencana gelar pahlawan,
tanda jasa, dan tanda kehormatan;

e. Sebagai lencana atau atribut pejabat
negara, pejabat pemerintah atau warga
negara Indonesia yang sedang
mengemban tugas negara di luar
negeri dan dipasang pada pakaian di
dada sebelah kiri.

f. Dalam penyelenggaraan peristiwa
resmi dipasang pada gapura dan/atau
bangunan lain yang pantas.

g. Dalam buku dan majalah yang diterbitkan
oleh Pemerintah;

h. Dalam buku kumpulan undang-undang;
dan/atau

i. di Rumah warga negara Indonesia.

B. Larangan dan Ketentuan Pidana

Larangan dan ketentuan pidana sebelumnya
telah diatur dalam KUHP pasal 154a yang
berbunyi, “Barang siapa yang menodai bendera
kebangsaab Republik Indonesia dan lambang
negara Republik Indonesia, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun atau
pidana denda paling banyak empat puluh lima
ribu rupiah.” Pasal ini menurut penulis adalah
sebagai mainsrea atau konsep awal yang
menjadi tolak ukur dari pasal 57, 68 dan 69
undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 yang

berbunyi:
Setiap orang dilarang:
a. Mencoret, menulisi, menggambari,

atau membuat rusakLambang Negara
dengan maksud menodai, menghina,
atau merendahkan kehormatan Lambang
Negara;

b. Menggunakan Lambang Negara yang
rusak dan tidak sesuai dengan bentuk,
warna, dan perbandingan ukuran;

c. Membuat lambang untuk
perseorangan, partai
politik,perkumpulan, organisasi
dan/atau perusahaan yang sama atau
menyerupai Lambang Negara; dan
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d. Menggunakan Lambang Negara untuk
keperluan  selain yang diatur dalam
Undang-Undang ini.

Sedangkan ketentuan pidananya adalah

sebagai berikut:

Pasal 68

Setiap orang yang mencoret, menulisi,

menggambari, atau membuat rusak Lambang
Negara dengan maksud menodai, menghina,
atau merendahkan kehormatan Lambang
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Pasal 69

Dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak  Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah), setiap orang yang:

a. Dengan sengaja menggunakan
Lambang Negara yang rusak dan tidak
sesuai dengan bentuk, warna, dan
perbandingan ukuran;

b. Membuat lambang untuk
perseorangan, partai
politik,perkumpulan, organisasi

dan/atau perusahaan yang sama atau
menyerupai Lambang Negara; atau

¢. Dengan sengaja menggunakan
Lambang Negara untuk keperluan selain
yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pencantuman jenis sanksi pidana dapat
diidentifikasikan dalam setiap perundang-
undangan pidana, baik yang berkualifikasi
tindak pidana umum dan tindak pidana
khusus.Demikian juga, hal itu terjadi pada
perundang-undangan yang substansinya
bermuatan hukum administrasi dan hukum
perekonomian, seperti : UU No. 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan, UU No. 10 TAHUN 1995
Tentang Kepabeanan, UU No. 11 Tahun 1995
tentang Cukai, UU No. 12 Tahun 1997 tentang
Hak Cipta, UU No. 32 Tahun 1997 tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi, UU No. 10
Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 5
Tahun 1999 tentang Larangan  Praktek
Monopoli, dan Persainagan Usaha Tidak Sehat,
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, dan UU No. 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia. Dilihat dari sudut
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Kebijakan Kriminal, wajah perundang-
undangan seperti ini banyak mengandung
kelemahan kerena pendekatan sanksi yang di
pakai dalam upaya menanggulangi suatu
kejahatan bersifat terbatas dan terarah pada
dipidananya si pelaku saja. Dengan kata lain,
jenis sanksi bila dilihat dari aspek tujuannya
lebih mengarah pada “pencegahan agar orang
tidak melakukan kejahatan” bukan bertujuan
“mencegah agar orang tidak melakukan
kejahatan”, bukan bertujuan “mencegah agar
kejahatan itu tidak terjadi”. Jadi lebih bersifat
individual.’

Pemidanaan bersifat individual ini menurut
Barda Nawawi Arief'® kurang menyentuh sisi-
sisi  lain yang berhubungan erat secara
struktural atau fungsional dengan perbuatan
(dan akibat perbuatan) si pelaku. Sisi lain yang

bersifat  struktural  atau fungsional ini
misalnya pihak korban/penderita lainnya dan
strukutur/kondisi lingkungan yang

menyebabkan si pelaku berbuat kejahatan.
(Barda Nawawi Arief, 1998 : 45). **

Banyaknya  perundang-undangan pidana
yang memuat jenis sanksi pidana sebagai
sanksi utamanya, mengindikasikan bagaimana
tingkat pemahaman para legislator terhadap
masalah-masalah pidana dan pemidanaan.
Paling tidak, keterbatasan pemahaman
(Sumber daya Manusia) mereka terhadap
masalah-masalah sanksi dalam hukum pidana
turut  memepengaruhi  proses penetapan
sanksi ketika membahas suatu perundang-
undangan. Hal ini juga dapat menimbulkan
inconsistency dalam penetapan jenis maupun
bentuk-bentuk sanksinya antara perundang-
undangan vyang satu dengan perundang-
undangan yang lain. Pemahaman para legislator
mengenai sanksi pidana masih  banyak
dipengaruhi oleh pandangan lama yang
menegaskan bahwa setiap orang yang telah
melakukan kejahatan harus dibalas dengan
pidana yang setimpal. Pandangan vyang
didasarkan pada aliran klasik dalam hukum
pidana ini mendominasi pemahaman mereka

°E. Z. Leasa, Op Cit.Hal 55

1 parda Nawawi Arief,1996, “Batas-Batas Kemampuan
Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan,
Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non-Penal Dalam
Penanggulangan Kejahatan, Semarang

“0p cit.Hal 55

sehingga setiap pembahasan suatu
Rancangan Undang-Undang (RUU) vyang
memuat ketentuan pidana, jenis sanksi pidana
banyak  mendapatkan  perhatian  dalam
pembahasan. Begitu juga subjek hukum yang
akan dipertanggung-jawabkan secara pidana,
tidak dapat dipisahkan dengan masalah
penetapan jenis sanksi yang akan dikenakan
terhadapnya. Sebagai contoh, pemidanaan
untuk kejahatan korporasi (corporate crime)
tidaklah cukup dengan menetapkan sanksi
pidana saja karena kurang relevan dengan
sifat korporasi itu sendiri sebagi subjek
hukum pidana.”

Sehubungan dengan sanksi apa yang tepat
untuk dikenakan terhadap korporasi, Sudarto
menyatakan bahwa untuk korporasi yang
melakukan tindak pidana dapat dikenakan
sanksi pokok denda dan sanksi serta
sejumlah (sanksi) tindakan. (Sudarto ,1987 :
47) Bila dihubungkan dengan karakteristik
kejahatan  yang dilakukan oleh korporasi,
bentuk-bentuk sanksi tindakan harus relevan
dengan tujuan pemidanaan yang ingin
dicapai. Minimnya perundang-undangan
pidana yang memuat jenis sanksi tindakan ini
tidak terlepas dari kurangnya pemahaman para
pembentuk undang-undang (dalam hal ini pihak
pemerintah / pengusul suatu undang-undang
dari lalangan legislator) terhadap hakikat,
fungsi dan tujuan sanksi tindakan tersebut
dalam sistem pemidanaan. Akibatnya, jenis
sanksi ini tidak begitu popular sehingga
kurang mendapatkan prioritas pembahasan
dan proporsionalitas dalam setiap perundang-
undangan pidana.®

Dalam perkembangan praktek kebijakan
memang ada upaya untuk mengkaji dan
membandingkan masalah-masalah  stesel
sanksi dalam hukum pidana dengan
perundang-undangan pidana negara-negara
asing, akan tetapi sejauh ini terbatas pada
masalah-masalah aturan hukum pidananya
saja. Padahal yang penting untuk
diperbandingkan bukanlah peraturan-
peraturan hukum pidananya saja, melainkan
juga prinsip-prinsip filsafat, politik, ekonomi
yang melandasi peraturan-peraturan tersebut.

20p Cit.Hal 56
Bop cit.Hal 56
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Menurut Frans Maramis, berkat jasa aliran
kriminologi yang menghendaki individualisasi
pidana, yaitu agar tiap penjahat memperoleh
cara penyembuhan  sesuai dengan
kepribadiannya, maka dimasukkan dalam
hukum pidana jenis-jenis sanksi  tindakan
(maatregel). Pengaruh kriminologi yang paling
besar adalah dalam bidang pemidanaan. (Frans
Maramis, 1994 : 12)."

Selama ini dalam proses kebijakan
legislasi, para kegislator telah menempatkan
posisi sanksi tindakan sebagia sanksi nomor
dua. Tampaknya masih ada anggapan bahwa
sanksi tindakan itu merupakan bagian dari
sanksi pidana. Artinya, pengertian istilah
double track sistem belum dipahami secara
utuh  sehingga sanksi  tindakan vyang
merupakan jenis sanksi lain dalam hukum
pidana (bukan  jenis  sanksi pidana)
keberadaannya tidak pernah dipersoalkan.
Pemahaman yang setengah-setengah ini
terhadap pengertian double tarck sistem ini
berakibat pada penetapan bentuk-bentuk
sanksi dalam perundang-undangan pidana
yang tidak tegas dinyatakan atau tidak jelas
sehingga diragukan apakah termasuk sanksi
tindakan. Padahal suatu undang-undang tidak
boleh memuat perumusan delik (termasuk
ancaman sanksinya) yang kurang jelas atau
harus memenuhi syarat lex certa. lika
dicermati Pasal 75 UU No. 24 Tahun 1997
tentang Penyiaran, tindakan “perampasan”
dan “pemusnahan” alat-alat penyiaran atas
perintah hakim jelaslah dimaksudkan sebagai
“tindakan pencegahan” agar alat-alat tersebut
tidak dipergunakan kembali di kemudian hari,
baik oleh si pelaku yang sama maupun
pelaku lainnya.

Dengan mengutip pendapat dari M.
Sholehuddin, Romli Atmasasmita menjelaskan
lebih lanjut bahwa bentuk sanksi yang masih
kabur dalam perundang-undang tersebut dapat
dikategorikan sebagai jenis sanksi tindakan. Hal
ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang
merupakan dasar teori relatif (teleologis),
yaitu : preventive, deterrence, dan
reformative, yang ketiga-tiganya senada
dengan pandangan Bentham tentang Justifikasi
penjatuhan pidana vyakni: kejahatan harus
dicegah  sedini  mungkin, pidana  untuk

“ Frans Maramis, 1994, Perbandingan Hukum Pidana,
Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
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mencegah orang lain melakukan kejahatan
dan pelaku kejahatan sebaiknya diperbaiki
atau dibina (Romli Atmasasmita, 1995 : 35).
Keseluruhan sistem sanksi dalam hukum
pidana tersebut harus dilandasi oleh ide-ide
dasar sebagai salah satu komponennya yang
seyogianya dipahami oleh para pemegang
kebijakan legislatif.®

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis
bahwa, penerapan sanksi terhadap penghinaan
terhadap Lambang Negara belum cukup
maksimal, ini dikarenakan belum jelasnya
kategori penghinaan terhjadap lambang
negara, serta sanksi yang diberikan hanya
sebatas ketika orang melakukan kejahatan
terhadap lambang negara maka harus dibalas
dengan sanksi pidana.Artinya, jenis sanksi yang
diberikan bila dilihat dari aspek tujuannya
lebih mengarah pada “pencegahan agar orang
tidak melakukan kejahatan,” bukan bertujuan
“mencegah agar orang tidak melakukan
kejahatan”, dan bukan bertujuan “mencegah
agar kejahatan itu tidak terjadi.”

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan Terhadap Lambang
Negara sebagaimana diatur dalam KUHP
pasal 154a dan UU No 24 Tahun 2009,
sudah cukup menunjukan kepedulian
dari pemerintah untuk melindungi
identitas bangsa. Namun masih terdapat
banyak kekurangan yang harus diperbaiki
dalam UU No 24 Tahun 2009, karena ada
pasal yang belum jelas mengatur tentang
penggunaan lambang negara serta
bertentangan dengan tujuan bahwa,
Lambang negara merupakan sarana
pemersatu, identitas, dan  wujud
eksistensi  bangsa, yang mendasari
terbentuknya Undang-undang ini.

2. Sanksi terhadap penghinaan terhadap
Lambang Negara belum cukup maksimal,
ini dikarenakan belum jelasnya kategori
penghinaan terhadap lambang negara,
yang diatur dalam KUHP Pasal 154a dan
UU No 24 Tahun 2009, serta sanksi yang
diberikan hanya sebatas pencegahan
(membalas) tidak dalam arti mencegah

Bop cit.
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agar kejahatan terhadap Lambang
Negara tidak terjadi atau dilakukan.

B. Saran

1. Agar semakin mengukuhkan dan
menjaga Martabat Lambang Negara
Garuda Pancasila, kiranya kekurangan
yang terdapat Dalam UU Nomor 24
Tahun 2009 dap[at disempurnakan, serta
perlunya dilakukan sosialisasi dan
diseminasi kepada seluruh lapisan
masyarakat sehingga penyadaran akan
sakralnya Garuda Pancasila dapat
dipahami Masyarakat, serta agar dapat
dipertimbangkan kembali memasukan
mata pelajaran  Pendidikan  Moral
Pancasila di sekolah dasar (SD).

2. Untuk kepentingan fleksibilitas atau
elastisitas pemidanaan, maka sanksi
pidana dan sanksi tindakan dalam UU No
24 Tahun 2009 harus diperlakukan
sebagai sanksi yang mandiri, serta bisa
dipertimbangkan tentang sanksi sosial
bagi pelaku Penghinaan Lambang
Negara.Perlunya kita memperhatikan,
pemahaman (Sumber daya Manusia)
para legislator terkait dengan masalah-
masalah sanksi dalam hukum pidana
yang turut memepengaruhi proses
penetapan  sanksiketika = membahas
suatu perundang-undangan. Hal ini agar
tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam
penetapan jenis maupun  bentuk-
bentuk sanksinya antara perundang-
undangan yang satu dengan
perundang-undangan yang lain.
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